
P B O T O S I WmW TIWBCAT I NUSA. TENGGABA TBÍUR 
NOMOR i 8 ZtptN 1992 

CBERAKAft MSNUWKAIKAII PSKDAPAIAN ASLI RAKYAT 

ECTOA* m t mm nm MAHA SSA 
GUEBR1RJR K&AIA DAKBAR TIÜBCAT I NOSA TENGGARA TUTOR, 

Meniabang t a. bata* «aspal saat i n i bagian terbesar dari 
oasyerakat Musa Tenggara Timar hidup di pedg 
saan dengan tingkat pendapatan perkaplta yang 
r e l a t i f «asih rendah, naapak s u l i t untuk ke2§ 
ar dari batas garle kemiskinan oleha karen* 
sikaj) hidup yang masih tradisional, ethos kej 
4a yang kurang men4ukung, potensi alam yang 
belu* didaya guatean secara optimal serta ma 
s i h leaahnya berbagai instátuei sosial eko-
nottl dan pemerintahan f 

b. tete» telah dllakukan berbagai upaya pGmbj^ 
Bguaan se jak Pelita % aaagpai dengan Pe l i t a Vft 

Bfttattn naaih belum mampu meaberikaa dorongan 
y*ng* kuat bagl tervujuduy* kesejehteraan ma 
•jeswfcat secara lúas melalul peningkatan pe¿ 
dapeten perkaplta seeare r i i l dan wayata * 

»• keadean tereebút telan neatbanctkitkan k j 
sedaran yang meluas dlkelaagan rakyat untuk 
meaperoepet tervujudaSr* keeejahtextan melalui 
Oerakan Meningfcatkan Pendapatan A s l l Rakyat j 

d, bahwa prosee percepatan dlmaksud membutuhkan 
adenya penggalangan tekad dan seaangat kego-
tongroyongan yang didasarl prakarsa masyarakat 
dengan dorongan dan bantuan Peaerintah* untuk 
•eabmjagan pertanian tangguh guna mendukung 
U&auatrl yang kuat, sehingga pacía akhirnya da 
péf wujudkan suasana ethos kerja yang t i j i g -

> gi* p e n l ^ ^ t ^ peaadapatan a s l l rakyat secara 

f 



merata, seAta adonya keaelflihnngfin don kese. 
rasión linglcungan hidup j 

e. bahwn Gerakan MerdLngkatkan Pendapatan A s l l 
Rakyat tersebut, yang telan dijolankan se-
jak awal P e l i t a V, telah menampakkan t i t i k -
t i t i k torang menuju peningkatan kesejahtero. 
an rakyat, sehingga dipandang perlu untuk 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

t 1* Undariß̂ uridang Nomor 5 Tahun 1974 tentong Po. 
koto-pokok Pemerintahan di Daeroh ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974» Nomor 
38, 2?ambohan Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Nomor 3037 ) I 

2« ttodanG-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentong 
Pembentukan Daeroh-daerah Tingkat I Bali,Nu. 
sa Tenggara Borat dan Nusa Tengsora Timur 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 115, Tombahon Lembaran Negara Re, 
publik Indonesia Nomor 1649 ) ; 

3» lJßaang~undang Nomor 69 Tahün 1958 tentang 
Pembentukan Daeraiwdaerah Tingkat H dolam 
Wiloyah Daeroh Tingkat I B a l i , Nusa Tengga 
r a Borat dan Nusa Tenggora Timur ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambaban Lembaran Negara Republik Inflo, 
nesia Nomor 1655 ) $ 

4* tJndonö-»undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pe 
merintahan Desa ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambaban Lern, 
barón Negara Republik Indonesia Nomor 
3153 ) f 

5* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 1989 tentang Reno ana Pembangunan -
Lima Tahun Kelima ( Repelita V ) 1989/1390-
1993/1994 ; 



6« Peraturan Daerah Propizisi Daerah Tlngknt I 
Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 1968 tea. 
tang Pola Daser Pembangunon Daerah Propinai 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lern -
baran Daerah Propinai Daerah Tingkat X Nusa 
Tenggara Timur Tahun 1988 Nomor 25, Tambah-
an Lembaran Daerah Propinai Daerah Tingkat 
I Nusa Tenggara Timur Nomor 71)* 

Memeperhatlkan s 1, Pernyataan Denan Perwakilan Rokyat Daerah 
* Propino! Daerah Tingkat X Nusa Tenggara T i 

mur N0mor 1/PBRNY« DPRD/1989 tanggol 1 April 
1989 tentang Dukungon Terhodap Program Ge-
rakan Meningkatkan Pendapatan A s l i Rokyat 
( GEMPAR ) i 

2« Usui S n i s l a t i f Ranoangan Peraturan Daerah 
dori 11 orang Anggota Denan Perwakilan Rak_ 
yat Daerah Propinai Daerah Tingkat X Nusa 
Tenggara Timur dengan Surat Nomor t 01/PKP-
PABRI/DPRD/06/1992, tanggal 24 Juni 1992 t 

3« Keputusan Dewan Perwakilan Rokyat Daerah 
Propinai Daerah Tingkat I Nusa Tenggara T i ­
mur Nomor 8/DPRD/1992 tanggal 9 J u l i 1992 
tentang Penerimaan Usui Brakarsa Rancangan 
Peraturan Daerah Gerokan Meningkatkan Pen. 
dapotan A s l i Rokyat ( GELD?AR) menjadi Rancane^ 
an Peraturan Daerah Usui Prakarsa Dewan Peg 
wokilan Rokyat Daerah Propinai Daerah Ting 
kat X Nusa Tenggara Timur« 

Dengan persetuJuan Dewan Perwakilan Rokyat Dag, 
roh Propinai Daerah Tingkat X Nusa Tenggara T& 
mur | 

M E M U T U S K A N t 
Menetapkan s PERATURAN DAERAH PROPXNSX DAERAH TINGKAT I NUSA 

TENGGARA TIMUR TENTANG GERAKAN MENINGKATKAN PEN 
DAPATAN ASLI RAKYAT« 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

Posai 1 
Dolam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan i 
a«: Daerah adaiah Proptasi Daerah Tingkat I Nuea Tenggara Timur; 

b« £ÉH3u&B^È^ • • • • 
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b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Ting­
kat I Nusa Tenggara Timur } 

c, Gubernur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah Ting 
kat I Nusa Tenggara Timur i 

d» Dernn Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tlngkat I Nusa Tenggara 
Timur j 

e é Kabupaten Daerah Tlngkat IX adalah Kabupaten Daerah Tlng­
kat I I yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Tlngkat 
I Nusa Tenggara Timur ; 

f . Dupa t i Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 
IX dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara 
Timur ; 

g. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 

h. Camat adalah Camat dalam wilayah Propinsi Daerah Ting -
kat I Nusa Tenggara Timur ; 

i. Desa adalah Desa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Nusa Tenggara Timur j 

Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 

k. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah 
Daerah Tlngkat I Nusa Tenggara Timur ; -

1. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dalam 
Propinsi Daerah Tingkat I Nüsa Tenggara Timur ; 

m. Keputusan Kelurahan adalah Kebi^aksanaan yang ditetapkan 
oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta 
hak dan wewenangnya sebagai Pimplnan Pemerintah Kelurahan 
dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum, 
Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan Kemasyarakatan# 

Propinsi 

wilayah 

n. Kepu tusan. 



n» Keputuson Besa odalcih, Keputusan yang ditetapkon oleh Ke 
pala Desa seteloh dijnusyawarakan/dimufakatkan dengan 
Lembaga Musyawarah Desa (LMD), serta telah mendapatkan 
pengesahan dari Bupati Kepaia Daerah ; 

o. GEMPAR adalah singkatan dari Gerakan Meningkatkan Pen. 
dapatan A s l i Rakyat d i Daerah Propina! Daerah Tingkat 
I Nusa fenggara Timur 5 

p. Pendapaton A s l i Rakyat adalah Pendapatan yang benar -
benar nyata merupakan perolehan sah t i a p - t i a p individu 
rakyat, don bukon merupakan h a s i l perhitungan rata-rata 
Gross National Product (GNP) atau Produot Domestic Re­
gional Bruto (PDRB) dibagi jumlah penduduk. 

BAB I I 
MAKSUD, TUJUAN DAN EAKEKAI 

Pasal 2 
Dengan Peraturon Daerah i n i dimaksüdkan untuk menetapkon 
GEMPAR sebogo! pengejavrantahon tekad dan semangat masyara-
kat dan Pemerintah Daerah sebagai gerakan pembongiihan don 
rencana kerja Pemerintah Daerah yang terpadu dan bersinom-
bung* 

Pasal 3 
Tujuon GEMPAR adalah Í 

a« lebih memperoepat pencapaian tingkat pendapatan a s i ! 
rakyat yang t i n g g i 1 

b. l e b i h meningkatkan kwalitas sumber daya manusia t e r -
utama budaya kerja dan ethos ker^a j 

c» lebih memperoepat terwujudnya Iñdustri yang küat dengan 
dukungan Pertanian yang tangguh ; 

d. membangun kelestarian lingkungah hidup* 
Pasal 4 

Rakekat GEMPAR adalah gerakan pembangunan ekonomi yang bar 
asal d a r i , oleh don untuk rakyat'* yang mshumbúhkon kemand^ 
ri a n don pemboharuon melalui i n t e n s i f i k a s i peíiggunaan tek, 
nologi yang terpadu dan terarah #guna memperoepat pencapaian 
tuduan sebagaimana yang dimoksüdkah pada Pasal 3 Peraturon 
Daerah i n i * 

BAB I I I . 



MB i n 
RUANG LINGKWP 

Pasal 5 
(1 ) Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan pendapaten tiap -

t i a p individu rakyat, melalui keterlibatan dan prestasinya 
dalam : 
a. peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura j 
b. peningkatan Produksi Tanaman Perdagangan ; -
c. peningkatan Produksi Peternakan ; 
d è pengembangan Produksi Perikanan dan hasil laut lainnya ; 

* 

e* pengembangan in d u s t r i Kecil dan Kerajinan yang nendukung 
Parivisata, ; 

(2) Dalam hai penetapan target tahunan,* sasaran,kecocokan lahan 
dan komoditas disesuaikan dengan kondisi wiiayah, sebagaima. 
na dimaksud dalam ayat iti ) pasal i n i , ditetapkan dengan Kc 
putusan Gubernur Kepala Daerah» 

(3) Untuk menjamin keberhasilannya perlu mempertimbangkan fak 
tor*»faktor pertanahan, trahsportasi dan komunikasi, pemasar, 
an serta proyeksi pengembangan Industri d i Daerah. 

Pasal 6 
Ruang iingkup GEMPAR sebegalmane dimaksud pada pasal 5 Pera tur, 
an Daerah i n i harus mampu mehdoróng dan mempercepat tcirvrujudnya 
peningkatan taraf hidup selurùh rakyat tanpa kecuali. 

BÀB IV PJÉNGaGLAAN GEMPAR 
Baglan Kesatu 

Di Tingkat Desa/Kelurahan 
Pasal 7 

Perencanaan kegiatan GEMPAR d i tingkat Desa/Kelurahan ditetap -
kan dengan Keputusan DeSa/Kepala Kclurahan pada se tiap awal ta 
huri kerja» 

Pesai 8 
(1) Dalam melaksanakan kegiatan GEMPAR perlu diterapkan prinsd^ 

prinsip ^Coordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar I n ­
st a r c i , Sektor/^b^^ktor^terkait dan unsur, - unsur kemasya 
rakatan dàlaiaH^a^elurejhani /****^*^T"^Vfe*^ ~ 

(2) Di tiap. 



( 2 ) Di^tiap , Desayfaelurahan dihidupkan kelompok-kelompok dinamis 
yang "èchtìeei %otop dati torri t u r alctiff mfìmbHrrjyu iHolukaai.mLai» 
berbagai kegiatan GEMPAR d i Desa/Kelurahan* 

Pasal 5 
(1) Untuk mendukung peloksanaan GEMPAR, Desa/Kelurahan menda -

pat bantuan yang bersumber darl : 
a. Pungutan-pungutan Desa/Kelurahan ; 
b. Sumbangan-sumbangan yang reami don sah ; 
e. Subsldi/Bontuan Peraerintah, Pemerintah Daeroh don Pem£ 

ri n t a h Daerah lingkat I I ; 
d* Lain-lain penerimaan yang sah» 

(2) Pengelolaon bantuan yang dlperoleh dori sumber-sumber seba 
gaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal inijdisesuaj. 
kan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* 

Pasal 10 
Guna mentami» pelaksanaan GEMPÀR yang berdaya guna dan berha-
s i l guna. perlu dilakukan pengawasan don monitoring terus mene, 
rus d i s e r t a i bimbingan don penyùìuhan yang teratur oleh Instan. 
si/Petugas Teknis t e r k a i t , dlbawah koordinasi Kepala Desa/Kepa 
l a Kelurahan* 

Pasal 11 
(1) Setiap tahun diadakan rapat ©valuasi torbuka dan obyektif 

mengenni kegiatan GEMPAR didalam musyavarah Desa/Kelurahan* 
(2) Bvalùasi sebagaimana diraaksud dalam ayat (1) Pasal ini,d& 

gunakon pula untuk mengukur tlngkat pertumbuhan Pendnpaton 
A s l i Rakyat darl tahun ke tahun* 

(3) Pedoman mengenai evaluasi don pengukuran tlngkat pertumbuh. 
an Pendapatan A s l i Rakyat d i tlngkat Desa/Kelurahan d i t e -
tapkan oleh Gubernur Kepala Daerah* 

Pasal 12 
(1) Setlap bulan Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaporkon pelok, 

sanaan aeluruh kegiatan GEMPAR secara berjenjang kepada 
Qubernur Kepala Daerah* 

(?) a ^ p » ........ 



(2) Set lap tahun Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaporkan na-
s l l eraluasi dan pengukuran sebagaimana dimaksudkan pada 
Pasal 11 Peraturon Daerah i n i , seoara berjjehjang kepada 
Gubemur Kepala DcercJi. 

Bagian Kedua 
Di 5!ingka# Keoamatan 

Pasal 13 
Pereneonaan kegiatan GEMPAR d i Tingkat Keoamatan dilakukan 
oleh Oamat dengon mengkoordinasikon dan menghimpun seluruh 
kegiatan GEMPAR Ifesa/Kelurahon d i wilayahnya* 

Pasal 14 
(1) Dalam melakaanakan kegiatan GEMPAR perlu diterapkon pri& 

sip-prinsip Koordinasi, Integrasl don Sinkrohisasi antar 
Instansi, Sektor/Sub Sektor t e r k a i t dan unsur - unsur 
kemasyarokatan dalam Keoamatan* 

(2) Di -f$Bgk Keoamatan dihldnpkon kelompok-kelorapok dinomis 
yong seoara tetap dan teratur a k t i f raerabontu meloksanakan 
berbagai kegiatan GEMPAR d i Keoamatan* 

Pasal 15 
(1) Untuk mendukung polaksonoon GEMPAR, Camat mendapat bantu 

on yang bersumber doxi t 
a, Sumbangan-»sumbangan yang resmi dan son ; 
b* Subsidi/Bontuon Pemerintoh, Pemerintoh Daerah dan Perng, 

ri n t a h Daerah Tingkat I I f 
e* Lain—lain penerimaon yang sah. 

(2) Pengeloloan bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber se­
bagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal i n i , diae. 
suaikan dengon peraturon perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal- ft* 
Guna menjamin pelaksanaan GEMPAR yang berdaya guna dan beg 
ha s i l guna, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terus 
menerus d i s e r t a i bimbin^an dan penyuluhan yong teratur oleh 
Instonsi/Petugas Teknis terkait,dibawah koordinasi Camat. 

Pasal 17. •••••••»••• 
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Pasal 17 
(1) Setiap tahun diadakan rapat ovaluasi terbuka dan obyektif 

méngenai kegiatan GEMPAR didalam musyawarah Kecamatan. 
(2) Evaluasi se baga imana dimaksud dalara ayat (1) pasal i n i 

dugunakan pula untuk mengukur tingkat portumbuhan penda 
patán a s l i rakyat dari tahun ke tahun, 

(3) Pedoman méngenai evaluasi dan pengukuran tingkat pertumbu 
han pendapatan a s l i rakyat d i Tingkat Recamatan ditetap-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

Pasal 18 
(1> Setiap bulan Camat melaporkan peláksanaan soluruli kegiat­

an GEMPAR secara berjenjang kepáda Oubemur Kepala Daerah. 
(2) Setiap tahun Camat melaporkan hasil evaluasi dan pengukur 

an sebagaimána dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah 
ini,secara berjenjang kepada Gubernur Sópala Daerah. 

Dagian Ketiga 
Di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat I I 

Pasal 19 
(1) Perencanaan kegiatan GEMPAR di. Kabupaten Daerah Tingkat -

I I , ditetapkan dengan KepUtusan Bupati Kepala Daerah pada 
setiap awal tahun kerja. 

(2) Dalam menétapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaima 
na dimaksud dalam ayat (1) pasal i n i , perlu dilibatkan se 
mua instansi t e r k a i t baik horinsontal maupun vertikal,ser. 
ta unsetr swas ta yang dipandang perlu.. 

Pasal 20 
Dalam peláksanaan kegiatan GEMPAR perlu diterapkan prinsip -
prinsip Koordinasl, Integras! dan Sinkronisasi antar instansi, 
Sektor/Sub sektor t e r k a i t dan unsur-unsur kemasyarakatan Ting­
kat Kabupaten Daerah Tingkat I I 

Pasal 21. 
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Passa 21 
(1) Untuk raendukung pelaksanaan GEMPAR, Bupati Kepala Daerah 

mejitapat bantuan yang bersumber dari : 
a. f^ngutan-pungutan Kabupaten ; 
b. Sumbangan-sumbangan yang resini j 
c. Subsidi/Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ; 
d. Lain-lain penerimaan yang sah, 

(2) Pengelolaan bantúan yang diperoleh dari sumber-sumber -
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal i n i * dise 
suaikan dengan pera turan perundang-undangan yang ber -
laku. 

Pasal 22 
'Guna menjarain pelaksanaan yang berdaya guna dan berhasil gu 
na, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terus menerus 
dis e r t a i bimbingan dan penyuluhan yang te ra tur oleh Instatisi 
/Petugas Teknis terkai t , dibanah kordinasi Bupati Kepala 
Daorah. 

Pasal 23 
(1) Setiap tahun diadakan rapat evaluasi méngenai kegiatan 

GEMPAR d i tingkat Kabupaten Daerah Tingkat I I . 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) pasal i n i , 

digunakan pula untuk mengukur tingkat pertumbuhan penda-
patan a s l i rakyat dari tahun ke tahurn 

Í3) Pedoman méngenai evaluasi dan pengukuran tingkat pertum­
buhan pendapatan a s l i rakyat d i tingkat Kabupaten Daerah 
Tin#cat I I ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

Pasal 2k 
(1) Setiap bulan Bupati Kepala Daerah nelaporkan pelaksanaan 

seluruh kegiatan GEMPAR kepada Gubernur Kepala Daerah. 
(2) Seti*$> tahun flopati Ke|jala Daerah melaporfcan has i l èva -

lua s i dan pengukuran Bebagaimana dimaksudkan dalam pasal 
23 Peraturan Daerah i n i , kepada Gubernur Kepala Daerah, 

Bagian 
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Br.gian Keempat 
Di Tinosat Daerah 

• Pasal 25 
(1) Perenoanran kegiatrjn GEMPAR di Daerah ditetapkah dengan 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah pada setiap aval tahun 
ker;ja> 

(2) Dalam menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal i n i , perlu d i l i -
batknn scmua Instansi terkait baik horisontal maupon 
secara vertlkal, serta unsur Swasta yang dipandang 

Dalam pelaksanaan kegiatan GEMPAR perlu diterapkan prinsip, 
prlnsip Koordinasi f Intefraai dan Sirfcronisasi antar Instan 
s i . Sektor/Sub Sektor terkait dan unsur-unsur kemasyarakr.¿ 
an di Tingk&t Daerah. 

Pasal 27 

C1) Untuk mondukung pelaksanaan GEMPAR Gubernur Kepala Dae 
rah menáapat bantuan yang bersumber dari t 
a, Puhgutan-pungütan Daerah 1 
b, Sumb?.ngan-sumbnngan yang resol dan sah ; 
c, Subsidi/Bf.ntuan Pemerlntah 1 
ém Iiain-lain penerimaan yang sah. 

(2) fengelolaan bantu&n yang dip^roleh dari sumber « súmber 
«ebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal i n i , d¿ 
aeauaikan dengan peraturan perundang*uii|angan yang bejg 
laku. 

Pasal ^8 
Guna aenjas&n pelaksanaan GEMPAR yang berdaya guna dan beg 
Jíasil guna, perlu dilakukan pe*gavasan dan monitorlng terus 
menerus disertai bimbingan dan penyuluhan yang teratur oleh 
Ins^ansl/Petugas Teknis-terlcadt, dibawtó koordinasl Gutoer -
nur Kepala Daerah* 

Pasal 29« »•*•%••• 
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Pasca 29 

(1) Setiap tahun diadakan rapat evalusirmengenai kegiatan -
GEMPAR d i Tingkat Daerah. 

(2) Evaluas! sebagaimana diraaksud dalam ayat (1) pasal i n i , 
digunakan pula untuk mcngukur tingkat pertumbuban penda-
patan a s l i rakyat dar i tahun ke tahun» 

<3) Pedöman mengenai evalúas! dan pengukuran tingkfct pertum­
buban pendapatan a s l i rakyat d i Tingkat Daerah, ditetao, 
kan cleh Gubernur Kepala Daeretìu 

Posai 30 

Pada setiap k a l i menyampaikan keterangan Pertanggungjavaban 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur Kepala Dae 
rah wajib menyertakan pula keterangan mengenai pelaksanaan 
GEMPAR» 

BATS V 
ORGAirtSASI DAN TATA KERJA 

Passa 31 
( 1 ) Demi berhasilnya tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 

3 Peraturan Daerah i n i , dibontuk vadah pembinaan dan pe 
ngembangan-secara-berJenjang sebagai alat bantu Kepala 

« Desa/Lurah, Camat, Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Ke 
•%, pala Daerah, 
( t ) Pedoman pembentukan Organisas! dan Tata Kerja vadah pem, 

binaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal I n i , ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Ke 
pala Daerah, 

BAD VI 
S A N K S I 
Pasal 32 

(1) Dengan Keputusan Desa dapat ditetapkan ketentuan sankii 
. bagi barang siapa karena kelalaian a tau Heerings Jpeyi m<Ì)g 
ÉÉmbat pelaksanaan GEMPAR d i Desa. 

(2) Lttrah dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah dapat me-
netapkan dan melaksanakan ketentuan sanksi bag$ barang 
alapa yang karena kelalaian atau kesenjangan mçnghambat 
pelaksanaan GEMPAR d i Kelurahan» 

Pasal 3 3 . . . . . . . . . 
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Pasal 33 

Setiap Apara tur Peraerintahan dari tingkat Dess/Kelurahan, 
Kecamatan, Kabupaten Daerah Tingkat I I dan Daerah yang 
karena kelalaian dan kesengajaan menghambat pelaksanaan 
QJSKPAR dapat dikarenakan sanksi sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku, 

BAD V I I 
KETENTÙAN LAIN-LAIN 

Pasal 3^ 

Halfihal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah I n i , akan 
dil|etapkan lebih lanjut dcngan Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannyaé 

BAB V I I I 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 35 

legala peraturan menyangkut GEMPAR yang telah ada pada 
• |aa% berlakunya Peraturan Daerah i n i tetap ber jalan dengan 
ketentùan selambat-lambatnya dalam tempo 6 ( enam ) bulan 
audah harüs disesuaikah dèngan ketentùan Peraturan Dag 

BAB 3X« 



V - fit t 

Sè. " -

f: 

v 
^̂ ^̂  *•. o 

Pasal 3 6 

Pera turan Daerah i n i molai berlalcu pada tanggal diundàng 
• tea»* • • ' 
agar seiiftp orang dapat mèngetahuinya, memerintalikan pen¿ 
ttndangan Pera turan Daerah i n i dengan penempatannya dalam 
Lamberán Daerah» 

Kupangf 16 J u l i 1992. 

PJKWÁKILAlí BAKÏAT D&ER4H { GUBBRÎ3UR KEPAIA DABRàH 
TIIîGKâT I /TlliC^fti^HITâà TENGGilRA TIMOR» 
T1MUR 

KETUA. 
.5 

^ Ûisahtean d e h Menteri Dalam Negeri Diundangkan daiam Lembaran 
>r «•••«••..»• Daertsfe Propinsi Daerah Tin^ 

Tanggal .».••••............•..•••• teat I Kasa Tenggara Timur 

Tanguai • Seri ••••• 
O I S A H K A. N 

DeBgan Surat Ka****»» M en tari Défaut HmeT 

kauf* 



KJ^TESTUAN PENUTUP 

Passi 36 

Peraturan Daerah I n i molai berlaku pada tanggal diundàng 
Jean* •• . . 
Agar setiap orang dapat mèngetahuinya» memerintahkan pen£ 
undangan Peraturan Daerah i n i dengan penerapatannya dalam 
Lemharan Daerah* 

Kupang, 16 J u l i 1992, 

VJ 

mm « W A K I L A N BASTAI DAERAH . GUBERNUR KEPAIA DAERAH 
TII3GKAT X /TlHGKAJ^mjaA TBHGGARA TIMUR» 
TIMUR 

KETUA, 

Disahkan oloh Menteri Dalam Negerl Diundangkan dalam Lcmbaran 
denga» Keputusan Howor *••*••••••• Daerah Propinai Daerah Ting 
Tanggal .„.*•«................... kat X Nasa Tenggara Timur 

Nowjr x 
:*̂ *»«|i'*# S e r i ••••• 

H I S A W K A N 
« Montali Ari«m f * _ _ 



PBNJELASAN A T A S 

PERAIÜRAN DAERAH P R O P I N S I B A E B A H 

TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR 
N O M O R : 8 TAHUN 1 9 9 2 

TENTANG 
G E R A K A N M E N I N G K A T K A N P E N D A P A T A N A S L I R A K Y A T 

I . PENJELASAN UMUM. t 
Upaya Pemerintah Daerah dalam mevujudkan tujuan Pembanguji 

an yakni tercapainya masyarakat a d i i dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19^5, telan dilaksanakan se 
cara sungguh-sungguh sejak Pellta I sampai dengan Pelita V, 

Namun demikian masih saja terasa, bahwa segala upaya pem-
bangunan dan kerja keras i t u , belum mampu memberikan dorongan 
yang kuat bagi peningkatan pendapatan r i i l perkapita yang ting 
g i dan menda tangkan kesejahteraan yang mera ta. 
Mas i h nampak terlihat bahwa sebagian besar penduduk Ñusa Ten¿s 
gara Timur yang hidup di pedesaan memiliki pendapatan r a t a -
rata perkapita yang rendah di akhir Peli t a IV ( 1988 ) sebesar. 
Rp. 151.750; j i k a dibandingkan dengan pendapatan rata-rata 
perkapita rakyat Nasa Tenggara TIHOT sebesar Rp. 251#750; atau 
dari pendapatan rata-rata perkapita Nasional y^ng mencapai 
Rp. 576.739,-

Keadaan semaoam i t u turut pula mempengaruhi aspek-aspek 
kehidupan individual yang lainnya, antera l a i n menycbakan raa-
s i h rendahnya derajat kesehatan, rendahnya mu tu pendidikan dan 
rendahnya kualitas sumber daya manusia. 
Sementara i t u pula desakan pertumbuhan angkatan kerja baru dan 
masalah pengangguran menuntut adanya tlndakan yang tepat untuk 
menyingkap ,peluang-peluang lapangan kerja dan kesempatan- ker j a 
yang dapat digali dari potensl sumber daya alam yang aula d i pe. 
desean,. 
Tlndakan tepat i t u , juga dimaksudkan untuk menurabuhkan- minat 
angkatan kerja báru meneintai alam pedesaan* memperkeoil angka-
urbanlsasi dan mempersiapkan daya tarlk bagi para invostor dari 
Dalam maupun Luar Negeri membuka usaba di Nusa Tenggara Timur. 



-Di pihak laia v-issue lepes landas don era.-indnstriolisasi, 
membongkitkan keeadaren alcon ras© ketertinggalan lantaran po~«. 
tenai-sumber-daya manusia-dan sumber daya alam .seper4^-lahan 
- laban pertanian, hutan dan a i r , potensi kelautan,-kekayaan akan 
minerai yang be^um-dimanfaatkan secare optimal, sikap tradisio -
nel dan ethos ker;Ja yang kurang mendukung untuk membengun perta-.-
nlen yang tangguh guna mendukung industri yang kuat, dalam Pemba-
ngunan Jangka l'anjang Tahap I I menuju kesedahteraan l a h i r . dan 
batata tiap- t i a p individu daìem Desa yang mâ u dan modem, 

B e r t i t i k tolak dari segala kesadaran i t u , .maka bangkitlah tg 
kad rakyat di, awal Bepelita V melakukan gerakan pembangunan eko 
nomi yang berasal d a r i , oleh dan untuk rakyat, 
Dntuk meningkatkan pendapatan a s l i yang t i n g g l , Gerakan Pembengun 
an i t u d i b e r i nama GEMPAR» dan mendapat sambutan rakyat.. secare 
meluas-dan telah-memperoleh dukungan dari seluruh jjajjaran Peme 
rintahan d i Daerah. 

-J"xgar gerakan i n i didalam pelaksanaannya dapat berjalan secare, 
terarah, terpadu,-berdaya guna dan berhasil guna,maka porIn diben 
tuk suatu perangkat pengelola pada setiep jenjang Pemerintahan. 

Àdaptm kewenangan peda jenjang Daerah menyangkut pengambil-** 
kebijakan..umum pengembengen .wilayah, seclang_untuk Kabupaten Dae 
reh Tingkat U bersif at strategis operasional dan untuk Eeoamaten 
maupun Desa lebih bersif a i teknis operasional. ... 
Guna membuat gerakan i t u menjadi berdaya guna dan berhasil guna 
ditetapkan Peraturen Daerah i n i , 

Dengah Peraturan Daerah i n i , Pemerintah Daerah telah mengang, 
angkat gerakan i n i d ari sekedar gorékan eko»oe& asaa^t^agn^edi 
ftuTAkan Bsmbangunen Daerah yang mempuÉyai t u Juan, arah, Basare» 
yang-tegas dan mothode kerja yang lebih sistimatis, . terpadu 
serta mempunyai dimenai konsistensial £tengan..iola Basar Pemba -
ngunan Daerah dan Repelita - repelit» Daerah. 

I I . PENJEIASAN. 



PENJEMS-&N PASUj JOÉGSÏ BCSÀlJ t 

Pasal 1 s/d 4 : Cukiip jelas 
Pasai 5 : 

ayat { 1 ) a j Oukup jeiae 
ayat ( 1 ) b i Secare hiat o r i s pada awal pen­

ce tusan gagasan ŒEMkuE. ditahun 
1989jdi.canangkan tekad aenanam 
100 juta pohon tanaman perda­
l a gan. Echina setelah gerakan 
yang oGiana ini menjadi dambaan 
dan telah borakar di tengah-
tengah aasyarakat luastmaka i e -
rasa bahwa target 100 juta po­
hon tersebut tiàâk relevan l a g i . 

ayat ( 1 ) c ß/d. e Î Gukup jelas 
: Yang diiaakßudkan dengan diaesu-
aikan dengan kbiìdiBi wilayah 
adàlah upaya peidekatan yang 
benar-benar meia^erhatikan poten 
si sumbér daya. âlam dan sumber 
daya namlßia G carta faktor sosial 
budaya/kùl-fcur sebagai lcarakteris 
t i k daerah yang bersangkutan, 
IJntuk menjaidn feberhasilannya 
sonahtiasa neaporhatikan aspek-
aspek telmis yàng meimingki.nkan | 
aopek Sòsial bàdaya yang dit e r i a a j 
aspok ekonoui yang menguntiahgken 
serta aspék edukasi yang benar» 

Baiai 6 : Yang àiaaksudkan dengan seinruh 
rakyat tahpa kecuali adalah bah-
wa nanf aat langflung laaupun tak 
langsung dari kaberhaflllan pembangunan 
harus cenpu menjangkau peningka-
tan pendapatah kelonpok masyarâ*-
kat l a i n d i luar sektor parta** 
nian dan industri k o c i l sepertì 
peke:rja| pedagang, pegawai negeri 
dan selcfeor infornai lainnya. 

Bussi 1 x Oukup jelas 
Pasal 8, ,.....•.« 



B a s a l 8 » " 
ayat ( 1 ) : Chikup Jelas 
syst (2) : Yang dimaksudkan dengan kelompok dinamis sda 

leluKelompok-kelompok masyarskat-»beik yang 
sudan, ada maupun yang secara sukarela tum-
buh den berkembang untuk mensukseskan CS3HPAR 
seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ke 
lompok Tani t Kareng Taruna, Kelompok Minat, 
Kelompok Sosial Budaye, Kelompok Olab Baga, 
Kelompok Diskus!, Kelompok Generasi Muda dan 

Ä laia-íain. 
Pasel 9 s/d 2* t Oukup Jeles 
Pasal 2%- t 

ayat ( 1 ) t Oukup Jeles 
ayat (2) : Yang dimaksudkan dengan unsur-.siiasta ..yang 

dipendang perlu, adaiah KelembagaarL-Kemaaya-
rakatan yang senget berkeitan dengan keber-
hasilan GEMFAR, terutama kelembägaan ekonomi 
seperti KADIN; IEPEHANX; ASKIj BühN/BÜMDj EO 
im/lSl/KÜD ; den l a i n - l a i n . 

Pasal 26 s/d 51 : Cukup Jelas 
Pasel 32-. : . - — --

0 ayat ( 1 ) : Yang dimaksud ße^p^ Senksi, adaiah sank-
s i adat den sanksi administras!, sesua:L- ke -
biasaan maupun ketentuan perundeng^indangan 
yang. berlaku, sebagai upeya pemberien senk­
s i yang sifetnya preventif, edukatif den 
persuasif. 
Sedangkan khusus mengeaai bentuk den - jenis. 
sanksi adat ditetapken dengan Keputusa» Besa* 
Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan 
GBMPAR adaiah setiap perbuetan yang melanggar 
Keputiisan Desa tentans^-pelaksanaair-GEHPi^E d l 
Desa, beik kelalaian maupun disengeja. 

Oleh 



ölen ksrena i t u pada setiap* ke-
putuaan Desa tentang (CTRAR 
porlu dituangkan sokaligus 
Sanksiaya. 
Adapun hal~hal yang dapat 
dißepakati untuk d i t a a t i bersama 
yai t u antara l a i n kebersanaan 
dan kesarÄgaman waktu tanam serta 
ponanggulangan bama/penyakit 
tanaman naupun d i s i p l i n dan 
waktu kerja# 

ayat C 2 l : iCukapjjelas. 
Pasel 33cä/a 36 : Oukup jelas • 


